BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti dalam bab-bab

sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Bahwa Negara menjamin atas perlindungan hak-hak dari konsumen.

Perlindungan oleh Negara berupa perlindungan preventif dan represif. Bentuk

perlindungan preventif dapat ditemui di beberapa regulasi, antara lain :

a.

UUPK

diatur dalam ketentuan Pasal 8 hingga Pasal 17 UUPK mengenai larangan
bagi pelaku usaha, Pasal 29 UUPK mengenai pembinaan oleh Pemerintah,
Pasal 30 UUPK mengenai pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan
konsumen dan penerapan perundang-undangan, dan Pasal 44 UUPK
mengenai edukasi kepada konsumen yang bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran dan kehati-hatian;

UU ITE

diatur dalam ketentuan Pasal 17 hingga 22 UU ITE mengenai ruang
lingkup transaksi elektronik yang dapat dilakukan secara publik atau
privat, Pasal 27 hingga Pasal 37 UU ITE mengenai perbuatan yang
dilarang yang berdampak pada kerugian konsumen dalam transaksi
elektronik, Pasal 40 UU ITE mengenai peran pemerintah sebagai

fasilitator pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, serta
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melindungi kepentingan umum, Pasal 18 UU ITE mengenai kewenangan
pelaku usaha dan konsumen untuk memilih hukum yang berlaku dalam
kontrak elektronik.

c. PPPMSE
diatur dalam ketentuan Pasal 3 PP PMSE yang mengisyaratkan bahwa
dalam transaksi elektronik, pelaku usaha dan konsumen perlu mematuhi
beberapa prinsip utama, antara lain itikad baik, kehati-hatian, transparansi,
kepercayaan, akuntabilitas, keseimbangan, serta keadilan dan kesehatan
yang perlu dijunjung tinggi dalam berlangsungnya transaksi elektronik.

d. PPPTSE
diatur dalam ketentuan Pasal 11 PP PTSE mengenai adanya jaminan
terhadap perjanjian yang dilakukan, antara lain perjanjian tingkat layanan,
perjanjian keamanan informasi dan keamanan informasi dan sarana
komunikasi internal yang diselenggarakan, Pasal 90 hingga Pasal 99 PP
PTSE mengenai peran aktif pemerintah, baik sebagai fasilitator transaksi
elektronik, pelindung kepentingan umum, pencegah penyebarluasan
dalam transaksi elektronik, maupun pelindung bagi instansi atau institusi
yang memiliki data elektronik strategis.

Sedangkan, sebagai bentuk perlindungan represif, konsumen dapat

mengajukan penyelesaian sengketa atas kerugiannya, baik melalui jalur litigasi

maupun non-litigasi. Jalur litigasi merupakan jalur yang ditempuh melalui

lingkup peradilan umum, sedangkan jalur non-litigasi merupakan jalur yang

ditempuh secara alternatif atau di luar pengadilan (ADR).
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Bahwa ODR merupakan bentuk ADR yang dilakukan secara online. Sehingga,
bentuk penyelesaian sengketa dapat ditempuh mengikuti ketentuan Pasal 1
angka 10 UU APS yang dapat melalui beberapa jalur, antara lain konsultasi,
negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase. Indonesia telah
mengatur ODR dalam ketentuan Pasal 72 ayat (2) PP PMSE yang menyatakan
bahwa ODR diselenggarakan atas kesepakatan dari para pihak, dapat berbentuk
mediasi secara elektronik oleh profesional penunjang seperti advokat atau
mediator, lembaga arbitrase online, atau lembaga pemerintahan yang
berwenang.

Bahwa self regulation diperlukan untuk mendukung mekanisme ODR. BANI
sebagai lembaga arbitrase institusional yang berfungsi untuk melaksanakan
arbitrase guna menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen,
telah memiliki peraturan tersendiri (self regulation) mengenai ODR. Hal
tersebut dituangkan dalam SK BANI Arbitrase Elektronik 2020 yang baru saja
keluar karena pandemi Covid-19 dan efektif berlaku mulai 28 Mei 2020. Selain
BANI, beberapa online shopping di Indonesia juga memiliki self regulation
untuk mengatur mekanisme ODR. Tokopedia memiliki Pusat Resolusi sebagai
salah satu bentuk ODR. Tidak terbatas pada Pusat Resolusi, Tokopedia, BliBli,
Bukalapak, Elevenia, dan BerryBenka juga telah menggunakan sistem
penyelesaian sengketa secara ODR yang bekerjasama dengan profesional
penunjang, yaitu PT VADS Indonesia. Layanan sistem ODR yang disediakan
berupa layanan inbound contact center atau layanan live chat yang dilakukan

secara online.
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4. Bahwa peraturan ODR yang dimuat dalam ketentuan Pasal 72 ayat (2) PP
PMSE serta self regulation dari lembaga institusional dan online shopping
masih belum cukup untuk mengatur proses terselenggaranya ODR. Hal ini
karena belum terpenuhinya peran utama Pemerintah sebagai fasilitator
pemanfaatan teknologi dalam informasi dan transaksi elektronik sesuai yang
termuat dalam ketentuan Pasal 91 PP PTSE, antara lain sebagai fasilitator
pelaksanaan kebijakan dan infrastruktur. Sehingga, hal ini menyebabkan teknis
pelaksanaan dari ODR masih kabur dan mengakibatkan belum adanya jaminan

yang pasti terhadap keabsahan ODR serta kepastian hukum konsumen.

B. Saran

Masih terdapat banyak keterbatasan terhadap hasil penelitian ODR yang
dilakukan oleh peneliti, terutama terhadap mekanisme dan keabsahan hasil ODR.
Oleh karena itu, diharapkan bahwa kedepannya, untuk mendukung pelaksanaan
ODR vyang semakin hari semakin canggih mengikuti teknologi yang ada,
Pemerintah perlu untuk memenuhi fungsinya sebagai fasilitator informasi dan
transaksi elektronik, terutama dalam hal penyelesaian sengketa secara elektronik.
Hal ini dapat diwujudkan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 91 PP PTSE.
Pemerintah dapat membangun dan menciptakan teknologi tersendiri berupa
platform yang memiliki fungsi seperti video conference, audio conference, data
security dan lain lain, yang dapat digunakan khalayak umum, terutama konsumen
dalam transaksi elektronik untuk mendukung teknis terlaksananya ODR. Sehingga,
peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih lagi terkait implementasi hal tersebut dan

dapat membandingkannya dengan pelaksanaan ODR di negara-negara lain
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terutama dalam hal teknis dan infrastruktur yang digunakan, diharapkan kajian

tersebut dapat berguna untuk perkembangan implementasi ODR di Indonesia.
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